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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana tugas dan fungsi wakil 
Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan 
dan bagaimana pertanggungjawaban seorang 
Wakil Presiden menurut pasal 4 ayat 2 undang-
undang dasar negara republik Indonesia tahun 
1945. Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas, fungsi 
dan pertanggungjawaban Wakil Presiden tidak 
diatur secara jelas dan terperinci dalam UUD 
1945, begitu juga dengan kewenangannya yang 
dilakukan oleh Wakil Presiden tentunya akan 
menimbulkan pertanyaan besar bagi 
masyarakat Indonesia, namun jika dilihat secara 
menyeluruh tentunya tugas dan fungsi Wakil 
Presiden. 2. Pertanggungjawaban seorang 
Wakil Presiden dapat dilihat ataupun dianalisis 
melalui dua pendekatan: pertama, Rumusan 
pasal 4 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden 
dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh 
satu Wakil presiden, maka kata dibantu berarti 
menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan 
oleh Wakil Presiden dipertanggungjawabkan 
kepada Presiden sebagai pihak yang memberi 
tugas kepadanya. Kedua, Wakil Presiden yang 
dalam pemilihannya dipilih secara langsung 
oleh rakyat, maka seharusnya kegiatan yang 
dilakukan oleh Wakil Presiden 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena 
sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 
menyatakan: “ kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar ”. 
Kata kunci: Tugas Dan Fungsi, Wakil Presiden, 
Penyelenggaraan Pemerintahan  

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Pada masa 1945-1949 Indonesia menganut 
sistem Pemerintahan Presidensial. Namun  
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kemudian berubah pada masa 1949-1950 
menjadi Negara Serikat, dengan sistem 
pemerintahan Parlementer. Tapi pada masa 
Orde Lama berubah kembali menjadi Negara 
Kesatuan dengan sistem pemerintahan 
Presidensial, setelah dikeluarkanya  dekrit 
Presiden 1959 mengembalikan sistem 
pemerintahan Indonesia dari sistem 
pemerintahan Parlementer ke sistem 
pemerintahan Presidensial yang kemudian 
menjadi sistem pemerintahan yang dipakai 
sampai sekarang.   

Setelah dijajah sangat lama oleh Negara 
Belanda, Bangsa Indonesia mengadopsi sistem 
hukum dari Negara Belanda yang menganut 
sistem hukum civil law. secara umum sistem 
hukum yang ada didunia dikenal dengan civil 
law dan common law. pengkategorian 
Indonesia masuk ke sistem hukum civil law  
didasarkan  pada proses pembentukan hukum 
yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan 
eksekutif. 

Sistem presidensial menganut sistem 
berbentuk Republik dimana selalu ada Presiden 
yang dipilih bukan berdasarkan keturunan 
seperti di Negara yang berbentuk kerajaan. 
maka Presiden berfungsi sebagai kepala Negara 
sekaligus kepala pemerintahan. Jika sistem 
pemerintahannya adalah parlementer, maka 
biasanya jabatan kepala pemerintahan 
dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan 
Presiden berfungsi sebagai kepala Negara.  

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945, Presiden republik Indonesia 
memegang kekuasaan pemerintahan Negara. 
Istilah ini disebut sebagai prinsip “ 
constitutional government ”. rumusan 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) ini yaitu, 

“Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasan pemerintahan Negara menurut 
Undang-Undang Dasar.”3 Rumusan asli BPUPKI 
ini tidak mengalami perubahan sedikit pun 
semenjak dirumuskan, artinya prinsip 
constitutional government sebagai salah satu 
ciri penting sebagai suatu Negara hukum.  

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden 
dibantu oleh Wakil Presiden. Hal ini jelas 
dirumuskan dalam ayat 2, yaitu : “Dalam 
melakukan kewajibannya, Presiden dibantu 
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oleh seorang Wakil Presiden.”4 Dari sini 
diketahui bahwa Wakil Presiden hanya ada satu 
orang artinya, Wakil Presiden tidak boleh lebih 
dari satu orang. Kedua, Wakil Presiden 
mempunyai kedudukan sebagai pembantu 
Presiden dalam melakukan kewajibannya 
menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wakil 
Presiden. Apa sesungguhnya yang dimaksud 
dengan kata “membantu” dan bagaimana 
pertanggungjawaban Wakil Presiden ? Untuk 
menjawab hal tersebut maka penulis 
mengangkat Skripsi yang berjudul “Tugas dan 
Fungsi Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”. Agar 
pengimplementasian dari peraturan 
perundang-undangan diatas. Dapat terwujud 
sesuai dengan isi dari pasal 4 ayat 2 undang-
undang dasar 1945. Maka perlu ada kajian yang 
lebih mendalam tentang itu Supaya tidak 
terjadi kekosongan hukum yang menyangkut 
Wakil Presiden. 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tugas dan fungsi wakil 
Presiden sebagai penyelenggara 
pemerintahan ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban seorang 
Wakil Presiden menurut pasal 4 ayat 2 
undang-undang dasar negara republik 
Indonesia tahun 1945? 

  
C.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pennelitian 
ini adalah metode kepustakaan atau yang 
lazimnya disebut dengan library research. 
Metode yang digunakan dengan cara 
mempelajari, menelaah, mengkaji, menganalisa 
materi melalui dari peraturan perundang-
undangan dan literatur. 
 
PEMBAHASAN 
A. Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut 
Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 
Sistem ketatanegaraan negara republik 

Indonesia diatur berdasarkan undang-undang 
dasar 1945, berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan 
pasal 4 ayat (2) diatur tentang kedudukan  
Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yang 
                   
4
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dimana bunyinya adalah sebagai berikut: Pasal 
4 ayat (1) menyatakan  bahwa: “Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan 
menurut undang-undang dasar”. Dan pasal 4 
ayat (2) menyatakan bahwa: “dalam 
melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu 
oleh seorang Wakil Presiden”. 

Undang-undang dasar tidak memberikan 
penjelasan apa yang dimaksud dengan kata 
“dibantu” menurut Wiryono Prodjodikoro 
perkataan dibantu menandai bahwa Presiden 
tetap merupakan the first man dan wakil 
Presiden  merupakan the second man.5 
Kedudukan seorang Wakil Presiden tidak dapat 
dipisahkan dengan Presiden sebagai satu 
kesatuan pasangan jabatan yang terpilih secara 
langsung melalui pemilihan umum. Oleh sebab 
itu kedudukan Wakil Presiden jauh lebih tinggi 
dan jauh lebih penting  dari jabatan menteri. 
Meskipun dalam pasal 17 Ayat (1) dikatakan “ 
Presiden dibantu oleh para menteri negara” 
namun dalam kasus ini jika merujuk pada  
ketentuan pasal 6 dan pasal 6a, tetap saja Wakil 
Presiden lebih penting dari para menteri tanpa 
mengesampingkan kapasitas dan kedudukan 
menteri. Sebagai Wakil Presiden ataupun the 
second man,6 jika Presiden berhalangan maka 
Wakil Presiden akan menggantikan dalam 
rentang waktu sementara. Pengertian 
“dibantu” akan tetap berlaku selama Presiden 
masih berfungsi, tetapi kata “dibantu” akan 
hilang apabila Presiden berhalangan tetap, 
maka Wakil Presiden akan secara otomatis 
menggantikan Presiden sampai sisa masa 
jabatannya habis sebagaimana yang pernah 
terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. 

Tugas Wakil Presiden yaitu mendampingi 
sang Presiden jika sedang melakukan tugas 
kenegaraan di luar negeri dan jika Presiden 
menyerahkan jabatannya baik  pengunduran 
diri ataupun halangan dalam menjalankan 
tugasnya seperti mengalami sakit parah saat 
menjabat sebagai Presiden. Tugas Wakil 
Presiden, membantu Presiden menjalankan 
tugas sehari-hari, menjalankan tugas Presiden 
apabila Presiden berhalangan, dan 
menggantikan Presiden jika jabatan kosong. Hal 
yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi 
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untuk memerintah angkatan darat, laut dan 
udara, menyatakan perang, negara dalam 
keadaan bahaya serta membuat penjanjian 
dengan Negara lain, memberhentikan atau 
menerima duta atau konsul Negara lain, 
memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, 
gelar, tanda jasa dan lain-lain, tidak dibicarakan 
dalam proporsi Wakil Presiden. 

 Hal ini terjadi bila Wakil Presiden memang 
sedang memperoleh haknya. Pengertian dari 
kalimat tersebut bahwa, Presiden sedang dalam 
sakit keras atau meninggal dunia atau Presiden 
memang mendelegasikan kewenangan tersebut 
tanpa melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku misalnya membentuk 
UU dengan persetujuan DPR untuk 
menciptakan perjanjian dengan Negara lain, 
penguasaan terhadap angkatan perang laut, 
darat, udara.7 Dari uraian di atas UUD 1945 
memang memberikan kewenangan kepada 
Wakil Presiden yang dapat dikatakan relatif 
sangat kecil atau dapat dikatakan sebagai porsi 
yang sangat kecil dibandingkan dengan 
kewenangan yang diberikan kepada Presiden. 
Secara global tugas dan wewenang Wakil 
Presiden adalah sebagai berikut : 

1. membantu presiden dalam melakukan 
tugas dan kewajiban sehari-hari 

2. menggantikan Presiden sampai waktu 
habis jika Presiden mengalami sakit 
keras, meninggal dunia, berhenti atau 
tidak dapat melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatan yang telah 
ditentukan UU 

3. memperhatikan secara khusus dan 
menampung masalah-masalah yang perlu 
penanganan dalam bidang tugas dan 
kesejahteraan masyarakat. 

4. melakukan pengawasan pembangunan, 
dengan bantun departemen, lembaga 
non departemen dalam hal ini jendral 
dari departemen yang bersangkutan atau 
pengawasan   

Undang-Undang Dasar 1945 dan 
penjelasannya tidak mengatur mekanisme 
pertanggungjawaban Wakil Presiden. 
Penjelasan UUD 1945 menegaskan: dalam 
menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan 
dan tanggung jawab adalah ditangan seorang 
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Presiden (concretation of power and  
responsibility upon the president). Dari 
penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan 
pemerintahan negara yang mengendalikan 
adalah seorang Presiden, maka tanggung jawab 
otomatis juga ditangan seorang Presiden. 
Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi 
dalam hal masalah pertanggungjawaban 
Presiden dan masalah kedudukan Presiden.8  
 
B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kekuasaan 

Wakil Presiden Menurut UUD 1945 
Walaupun perubahan ketiga UUD 1945 telah 

ditetapkan, Tidak ada perubahan berarti bagi 
pertanggungjawaban Wakil Presiden , yang 
dimana selama ini pertanggungjawaban 
pemerintahan Negara hanya dilakukan oleh 
presiden. terkait pertanggungjawaban Wakil 
Presiden atau Kewenangan Wakil Presiden UUD 
1945 belum mengaturnya, yang membuat 
membuat Wakil Presiden seperti lepas 
tanggungjawab. Akan tetapi, bila dilihat dari 
perspektif teoritis, tidak ada jawaban lepas dari 
tanggungjawaban, bahkan tidak hanya jabatan, 
bahkan setiap individu pun dalam menjalankan 
aktivitas sehari-harinya didalam kehidupan. 
Pasti akan dibebani dengan tanggungjawab atas 
dasar apa yang telah perbuatnya, baik itu hal 
positif maupun negatif. Hal ini disebut sebagai 
tanggung jawab pribadi dan model 
pertanggungjawabannya bergantung pada 
kemampuan ia melakukan 
pertanggungjawaban. Menurut Sugeng Istanto, 
pertanggungjawaban berarti kewajiban 
memberikan jawaban yang merupakan 
perhitungan atas semua hal yang terjadi dan 
kewajiban untuk memberikan pemulihan atas 
kerugian yang mungkin ditimbulkannya.9  

Jabatan Wakil Presiden termasuk kategori 
jabatan publik, sebagai jabatan publik, maka 
tidak salah manakala Wakil Presiden memiliki 
kekuasaan atau kewenangan bertindak dan 
berbuat, dimana ruang lingkup tindakan dan 
perbuatannya itu harus diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Karena 
jabatan Wakil Presiden diatur didalam UUD 
1945, maka setidaknya kekuasaan dari Wakil 
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Presiden itu juga diatur dalam UUD 1945, 
namun sampai dialakukannya perubahan  UUD 
1945 yang keempat kalinya, kekuasaan Wakil 
Presiden tidak mendapat pengaturan dalam 
UUD 1945.  

Konsekuensi dari tidak adanya pengaturan 
tentang kekuasaan dan kewenangan dari Wakil 
Presiden. Tentunya membuat kerugian besar 
bagi negara dan seorang Wakil Presiden, karena 
ketika didalam situasi genting ataupun penting. 
Wakil Presiden tidak dapat berbuat dan 
bertindak sendiri atas nama Wakil Presiden 
sebelum adanya pelimpahan kekuasaan dari 
seorang Presiden. Menurut Logeman tindakan 
pejabat di pertanggungjawabkan kepada 
pemangku jabatan, tetapi bukan kepada 
pemangku jabatan itu secara pribadi, melainkan 
dalam kedudukannya sebagai pemangku 
jabatan. Buktinya, hak dan kewajiban berjalan 
terus dengan tidak menghiraukan penggantian 
pejabat. Menurut pendapat Komar 
Kantaamadja, dan Lukman Hakim, bahwa harus 
dibedakan antara pemaknaan dari 
“responsibility” dan “liability;.10 Responsibility 
dimaknai sebagai apa yang secara hukum harus 
dipertanggung jawabkan kepada suatu pihak, 

Sedangkan liability unsur kewajiban untuk 
mengganti kerugian atau perbaikan kerugian 
yang terjadi Pendapat lain memandang, bahwa 
konsep pertanggungjawaban dan tanggung 
gugat merupakan dua istilah yang mempunyai 
pengertian yang sama, baik konsep 
pertanggungjawaban dan tanggung gugat 
adalah suatu keadaan wajib menanggung 
segala sesuatunya. Terlepas adanya perbedaan 
pandangan para ahli hukum, yang jelas setiap 
perbuatan atau tindakan yang dilakukan 
khususnya oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan harus dipertanggungjawabkan 
sesuai kadar perbuatan dan tindakannya serta 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu 
konsep yang berkaitan dengan kewajiban 
hukum adalah konsep tanggung jawab hukum 
(liability). Seseorang yang bertanggung jawab 
secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa 
dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 
perbuatannya bertentangan  atau melawan 
hukum. 
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Dengan demikian bentuk 
pertanggungjawaban sebagai Wakil Presiden, ia 
tidak harus melakukan pelanggaran hukum 
yang berlawanan dengan isi sumpah yang telah 
diucapkannya. Tetapi dengan tidak 
menjalankan isi sumpahnya tersebut juga 
seorang Wakil Presiden sudah dikategorikan 
melanggar hukum sehingga harus 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh 
karena itu jabatan seorang Wakil Presiden, 
prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban, 
baik secara moral-etika, kepercayaan terutama 
secara norma hukum. Penekanaan 
pertanggungjawaban secara norma hukum 
karena Indonesia berdasarkan atas hukum, 
sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 1 
ayat (3) UUD 1945. Keharusan untuk 
mempertanggungjawabkan setiap jabatan 
apalagi jabatan Wakil Presiden, “karena negara 
Indonesia adalah negara hukum”,11 maka akan 
lebih mendorong setiap jabatan yang diisi harus 
dibarengi dengan kekuasaan atau kewenangan. 
Di samping dapat melaksanakan kewajibannya 
secara benar menurut hukum, serta dapat 
memaksimalkan apa yang seharusnya 
dilakukan. 

Pertanggungjawaban bagi pemengang 
jabatan kenegaraan dapat menekan terjadinya 
ambisiusitas para subjek hukum untuk mengisi 
jabatan kenegaraan tersebut. Dalam hukum 
tata negara ada mekanisme dalam pengisian 
jabatan kenegaraan. Namun demikian, 
mekanisme dan rekrutmen dalam pengisian 
jabatan selama ini masih ad hoc, artinya masih 
bersifat sementara atau belum ada ketentuan 
secara permanen yang mengatur mekanisme 
rekrutmen  pengisian jabatan kenegaraan. 
Jabatan Wakil Presiden harus dinilai sebagai 
jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang 
strategis sebagai konsekuensi jabatan orang 
nomor dua dilingkaran eksekutif setelah 
jabatan Presiden. Dengan demikian, maka 
seharusnya dalam jabatan Wakil Presiden itu 
terdapat kekuasaan atau kewenangan yang 
dapat dilaksanakan oleh Wakil Presiden tanpa 
menunggu perintah  atau pemlimpahan 
kekuasaan dari seorang Presiden. Dan dengan 
demikian, sebagai Wakil Presiden ia selalu aktif 
untuk mempercepat tujuan Negara. 

UUD 1945 tidak mengatur secara mendalam 
terkait dengan model pertanggngjawaban 
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seorang Wakil Presiden dalam menjalankan 
kekuasaan yang diberikan oleh Presiden untuk 
menjalankan kenegaraan dan pemerintahan. 
Hal ini berarti, bahwa kekuasaan Wakil Presiden 
yang dijalankan itu tidak langsung dilakukan 
oleh Wakil Presiden, tetapi kekuasaan yang 
dijalankan itu melekat dengan kekuasaan 
Presiden. Dalam pengertian kekuasaan yang 
dijalankan oleh Wakil Presiden bagian yang 
utuh dengan kekuasaan Presiden. Secara 
konstitusional, keberadaan Wakil Presiden 
sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan 
segala kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. 
Secara konseptual, hal tersebut menimbulkan 
persoalan ketika kekuasaan yang dijalankan 
oleh Wakil Presiden itu menimbulkan 
permasalahan dalam prosesnya, yaitu yang 
tidak sejalan dengan apa yang menjadi 
keinginan Presiden yang sesungguhnya.12 

Disini dapat dilihat dengan memperhatikan 
beberapa pasal dan ketentuan dalam UUD 1945 
dapat ditarik kesimpulan: Wakil Presiden 
bertanggung jawab kepada Presiden ,  bahwa 
Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan 
atas nama jabatannya karena semata-mata 
mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari 
Presiden tidak memiliki tanggung jawab 
sebagaimana halnya Presiden memiliki 
tanggung jawab yuridis, tetapi secara moral, 
etika, dan religiusitas tetap memiliki tanggung  
jawab sebagai seorang Wakil Presiden ataupun 
sebagai pejabat pemerintahan. Bahkan ketiga 
tanggung jawab yang demikian tertulis diatas, 
pada dasarnya memiliki filosofis yang lebih 
berat daripada tanggungjawab yuridis. 

Ketua Mahkamah konstitusi Mahmud MD 
menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan 
aturan yang memungkinkan bagi DPR untuk 
memakzulkan Wakil Presiden jika memang 
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 
diatur dalam pasal 7 B UUD 1945,13 diatur juga 
mekanisme penggantian Presiden dan Wakil  

Presiden jika hal itu sampai terjadi. Dan jika 
Wakil Presiden yang dimakzulkan, maka pasal 7 
B mengatur Presiden memilih nama untuk 
diajukan kepada MPR guna dipilih menjadi 
Wakil Presiden. Dua nama yang diusulkan oleh 
seorang Presiden tersebut harus dipilih oleh 
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 Pasal 7B UUD 1945 

Presiden tanpa adanya intervensi dari siapapun. 
Karna siapapun yang akan dipilih oleh Presiden 
untuk mendampinginya di pemerintahan 
eksekutif menjadi Wakil Presiden itu terserah 
Presiden. Dan MPR diberi waktu paling lambat 
selama 60 hari untuk mempersiapkan sidang 
istimewa. 

Inilah bunyi pasal 7 dan 8 UUD 1945 hasil 
amandemen yang mengatur soal pemakzulan 
Presiden dan Wakil Presiden atau kedua-
duanya. Pasal 7 A Presiden dan Wakil Presiden 
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul 
Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti 
telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
penghianatan terhadap Negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela maupun apabila terbukti 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal melakukan 
perbuatan pidana masing-masing Presiden dan 
Wakil Presiden bertanggung jawab secara 
sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi 
dalam rangka pertanggungjawaban politik 
kepada rakyat/masyarakat Presiden dan Wakil 
Presiden adalah satu kesatuan jabatan. Posisi 
Wakil Presiden. Dari uraian tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa Wakil Presiden 
mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap 
Presiden, yaitu14: 

1. sebagai Wakil yang mewakili Presiden ; 
2. sebagai pengganti yang menggantikan 

Presiden ; 
3. sebagai pembantu yang membantu 

Presiden ; 
4. sebagai pendamping yang mendampingi 

Presiden ; 
5. sebagai Wakil Presiden yang bersifat 

mandiri ; 
Dalam kapasitas sebagai pembantu Presiden 

kedudukan Wakil Presiden seolah-olah mirip 
dengan kedudukan para menteri-menteri 
negara yang juga bertindak sebagai membantu 
Presiden, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 
sebagai berikut: bahwa Presiden dibantu oleh 
menteri-menteri negara. Tentu saja kedudukan 
Wakil Presiden lebih tinggi dari para menteri, 
karena menteri bertanggung jawab kepada 

                   
14

 Jimly Assiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi 
Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 
2010, hlm. 111. 
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Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu 
kesatuan jabatan. Dalam pelaksanaanya Wakil 
Presiden dalam melakukan bantuan kepada 
Presiden dapat dibedakan15: 

1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif dari 
Wakil Presiden sendiri 

2. Bantuan yang diberikan karna diminta 
oleh Presiden; 

3. Bantuan yang harus diberikan oleh Wakil 
Presiden karena ditetapkan  dengan 
keputusan Presiden, biasanya Wakil 
Presiden mempunyai tugas-tugas khusus 
dari Presiden dengan surat keputusan 
presiden.  

Dalam hal terjadinya kekosongan Wakil 
Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 
enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Wakil Presiden dari dua calon yang 
diusulkan oleh seorang Presiden.16 Berkaitan 
dengan kedudukan Wakil Presiden sebagai 
pengganti, maka penggantian Presiden oleh 
Wakil Presiden dapat dilakukan karena dua 
kemungkinan, yaitu: 

1. Apabila Presiden berhalangan sementara, 
atau 

2. Apabila Presiden berhalangan tetap. 
Dalam hal, Presiden berhalangan sementara, 

maka Wakil Presiden diharuskan menerima 
kewenangan resmi berupa pendelegasian 
kewenangan (delegation of authorithy) sebagai 
pengganti keputusan Presiden, misalnya 
Presiden bepergian atau tugas keluar negeri 
untuk waktu tertentu, maka Presiden harus 
menetapkan keputusan Presiden untuk 
menunjuk Wakil Presiden sebagai pengganti 
sampai Presiden kembali ke tanah air. Presiden 
tidak dapat mencabut keputusannya apabila 
syarat ia kembali ketanah air belum terpenuhi, 
misalkan karena sesuatu hal mencabut kembali 
keputusannya itu dari luar negeri jika Presiden 
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan 
adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 
Negeri, dan Menteri Pertahanan secara 
bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah 
itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

                   
15

 Jimly Assiddiqie, op.cit, hlm. 112-113 
16

 Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 

menyelenggarakan sidang untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusul 
oleh partai politik atau gabungan partai politik 
yang pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, 
sampai berakhir masa jabatannya17. Dari uraian 
diatas tersebut dapat disimpulkan atau 
diketahui bahwa sebenarnya kedudukan, 
pemilihan dan pertanggungjawaban Wakil 
Presiden pada negara yang mendasarkan pada 
UUD 1945 tidak ditentukan secara jelas, karena 
UUD 1945 memang tidak menetapkan 
pembagian tugas yang terperinci. Kepada siapa 
atau lembaga negara mana seorang Wakil 
Presiden bertanggung jawab, atau dengan kata 
lain lembaga mana yang berhak meminta 
pertanggungjawaban Wakil Presiden. 
Bagaimana dengan tugas, kedudukan serta 
pertanggungjawaban dari Wakil Presiden. 
Apalagi sampai sekarang yang namanya 
Undang-Undang kepresidenan belum diatur. 
Sehingga perlu ada kejelasan dan pemikiran 
yang lebih lanjut tentang lembaga tersebut.   

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Tugas, fungsi dan pertanggungjawaban 
Wakil Presiden tidak diatur secara jelas 
dan terperinci dalam UUD 1945, begitu 
juga dengan kewenangannya yang 
dilakukan oleh Wakil Presiden tentunya 
akan menimbulkan pertanyaan besar 
bagi masyarakat Indonesia. 

2. Pertanggungjawaban seorang Wakil 
Presiden dapat dilihat ataupun dianalisis 
melalui dua pendekatan: pertama, 
Rumusan pasal 4 ayat (2) UUD 1945, 
bahwa Presiden dalam menjalankan 
kewajibannya dibantu oleh satu Wakil 
presiden, maka kata dibantu berarti 
menunjukkan bahwa kegiatan yang 
dilakukan oleh Wakil Presiden 
dipertanggungjawabkan kepada Presiden 
sebagai pihak yang memberi tugas 
kepadanya. Kedua, Wakil Presiden yang 
dalam pemilihannya dipilih secara 
langsung oleh rakyat, maka seharusnya 
kegiatan yang dilakukan oleh Wakil 
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 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Jakarta: Gramedia 
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Presiden dipertanggungjawabkan kepada 
rakyat. Karena sesuai dengan bunyi pasal 
1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “ 
kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar ”. 

 
B. Saran 

1. Untuk memperjelas bagaimana 
seharusnya model pertanggungjawaban 
yang dilakukan oleh Wakil Presiden 
kepada rakyat dalam hal 
penyelenggaraan kekuasaan Negara dan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Wakil 
Presiden. Perlu diatur secara limitatif 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Terkait dengan prinsip tidak ada 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban. 

2. Formulasi kekuasaan Wakil Presiden 
harus diatur agar kekuasaan tersebut 
tidak saling tumpang tindih dengan 
kekuasaan Presiden, Terutama dibidang 
pertanggungjawaban Wakil Presiden 
serta tugas dan fungsinya. Dan yang 
menjadi saran saya kedepan semoga 
dibuatkan peraturan perundang-undang 
secara khusus yang menyangkut dengan 
Wakil Presiden. 
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